
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURATT DATRAH KABUPATEN MUKOMUKO

HOMOR: 28 TAHUH 2OO5

TENTANG

RE'TRIBUSI PERIZINAN, REKOMENDASI DAN
SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN
DALAT"T KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESfl

Menimbang

BUPATT MUKOMUKO,

: a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi

di Bidang Kesehatan merupakan kewenangan Kabupaten;

b. Ilahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a

diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat Undang-undang Nomor I Tahun 1967 -l-entang 
Pembentukan

Propinsi Bengkuhl (Lermbaran Negara Republik lrrdonesia Tahun

1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara flepublik Indonesia

Nonror 2828);

') . Undang-undang Nomor 23 I ahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran l.legara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia ltlomor 3495);

j. tJntlancl-Lrndanr; Nornor. ll{ l';ttturr l9(i/ lent.anrl Prrjak Daerah

r.l;iir ll,ctriburi Datralr (l r:tllritritrt l',ltc;;tt,r ltcJrublik Ittdonesia

[;ihun 196/ Norlal l'i, I'ilfitbah.tn i-r,tnil,ri]fan f{oqara Republik

Irrtlr-rne:;i;r [']onrnr .l6ll\ ), ',,cb;.tr;irtntat r;i li'li:li tiittll-'rit dengan

t.lrrclanq-uncl;rng llorl,rr j'1 {rthutr .l0tlrJ (lcrttlunttt l'legara

ll.r,rpublik Indonesia -l-ahurt ?000 Nontoi '1b, 
'l;irnbahan l-r'ntbaran

:- - . -.-*- .,.---U*e€grq*BL Nq|rl9lgl.{: ---:::itr:i:,:::-::-:,::=:,::::--.'=::#
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4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3S39).

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaha Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389 );

7. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437\'.

i,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonror 126, Tambahan

l-embaran Neoara Nomor 4438):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 Tentang

Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Dalarn Bidang Kesehatan

Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a?-7);

l!

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 19BB tentanq Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

Kr..pr,rtuvrn Bersama Menteri Keselrat;"rn dirt f'lentefr Dal;rrn Negeri

fJc.rrnor :4ti/Mcnkes/SKB/198il dan Nornrir i0 l-ahun 19BB

lerrtang Petunjuk Pelaksanaan te ntang Peiraturan Penrerintah

Nomor 7 Tahun 1987 tenlang Penyerahan sebagian Urusan

Penrerintah Dalarn Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
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17. Peraturan Daerah Kabupaterr Mukonruko f.Jomor 05 'l;:hun 2005

tenlang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI.{

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, REKOMENDASI
DAN SERTIFIKAT BIDAT'I€ KTSIFIATAT{ DA!.&M
KABUPATEN t IUKOMUKO

BAB I
KETEHTUAN UMUM

Pasal 1 *.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko

b. Pemerintah daerah adalah pemerlntah Kabupaten lulukomuko

c. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko

d. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadapr ;:asien yrnrl clila*;;rnakan oleh tenaga

medis dan paranrecli:;

e. l"indakan tuledik Opclr;rtif ailahh tindirli;ii'r iri'nr[;t:d,rh;]n y;rii(j rr,t,i'ic.;rlun;rkiifi pi-'ntbiusan

urnum atau lokal dan tanpa pembiusan

f. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan t;.rnpa pembiusiirr

q. Pelayanan Rehabilitas Medik adalah pclayanan yang dibcrikan r:lch unit Relrabilitasi

medik dalam bentuk pelayanan Fi:ioterapi, tcrapi Okupa:;onai sci-'.; tlchabiiii.rr lain

h. Pe layanan penunjarrc; hJon tvledik aclal;rlr ;re lay';rn.ril y;ltq dibcrik;in scc;r;r ticlak

langsung berkaitan dengan pelayanan Meclik

i. Pelay.rnan langsuttg aclalah petuga:; yarrg tirl;:1,. lai-}(l',;unq; ([-r,;f;it:;- p|i;v;itt, pctugas

radiology, ;:etugas laboratoriurn, dll) yarlq secar; nyr[i,r L,r:rlirrbunq;ii: l,:n-qsung

dengan Proses pelayanan kesehatan yanca dibcriklrr kepaelit 1t;t:ieii
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j. Pelayanan tidak langsung adalah petugas yang tidak langsung berhubungan dengan

proses pelayanan kesehatan (unsur Administrasi, cleaning service, satpam, dll)

k. Visite adalah kunjungan rutin harian yang dilaksanakan oleh tenaga medis dalam

rangka diagonis dan pengobatan pasien pada pelayanan rawat inap

l. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawal inap.

. Pasien khusus adalah seluruh karyawan/ti dan keluarganya yinq nrendapatkan

pelayanan kesehatan Khusus.

.: n, Pasien tidak mampu adalah pasien/masyarakal yanql mencli:patkan pe layanan

kesehatan dengan ketererngan tidak mampu/miskin dari Keprll;i lfinas Kcsehatan dan

" Kessos dan PP Kabupaten Mukomuko dan Desa/Camat .

o. Pasien JBS-BK adalah pasien tidak mampu/ miskin yang mendapatkan jaminan

pembiayaan dari program pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

p. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Rctribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q. Badan adalah suatu bcntuk usaha yang meliputi pcrsaroiiir terbala:;, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Miiik lleqari Atau d;*r;l-r dcriEirrr nanra

dan bentuk apa-pun, persekutuan, perkumpulan, firrn.f, kongsi, koperasi, yayasan

atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensionan, bentu!'. usaha tetap serta

bentuk usaha lainnya.

r. Pelayanan kesehatan adalah segalanya kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagoni:, pengib;rt;n atau pelayanan

kesehatan lainnya.

s. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepacla pasien untuk Obscrvasi, Diagonis,

Pengobatan, Rehabilitas Medis dan atau kesehatarr lainnya tanpa tinggal clira'wat inap

t. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Ob:rr,rl5i, [)cralvatan,

Diagonis, Pengobatan, Rehabilitas medis dan atau kr:r:lrrlan l.rinnya clengan

menempati tempat ticlur

* Lr. Pelayanan rawat inap aclalah pelayanan ki:sclr.rtan fingkat lanjril y;rnq lrarus ilitrerikan

secepatnya untuk rnerncegatr/rlenqulangi resiko ki:ntatian atau t,.ir-.it.

v. f{umah Sakit tJmunr claerah yang sr:lanjutnyn ciap;lt clisinqk;il li.l,[Jl) ;rij;rl;rfr llunraft

Sakit Umurn D.llurat.

w. Pusat kesc.hatarr nr.rsylrakat ylnc; sr:lan.1t.rt.ny.r ch:J:;rt c1r:;inclk:rt l)u:il:t-.:;ttt;ls; ;.rdalalt

Instansi Kesehralar-r il;it--'rah )-an.J menrpunyai kun;ungan ravJa[ 1al;rn al.ru inap.

x. Puskesmas Kelilinq adalah pelayanan. l(esi:h;rtan olch [)ut;ki::;mas dengan

menggunakan i(encj;raan [{ocj;i .i (ernpat), kt:ndaraan rccla 2 (Ju.r) ;itau 
-l'ransportasi

lainnya dilokasi yanq jauh clari saran pelayanan keseh;'rtan fi|flg crtlri.

*.
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y. Retribusi Jasa Umum adalah Retrubusi atas jasa yang disediakan atau diberiakan Oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Llmum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

z. Retribusi Pelayanan Kesehatan yeng selanjulnya dapat disebut Retritrusi adalah

pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas/balai pcngobatan, Puskesmas

Keliling, Rumah Sakit Unrum Daerah tidak termasuk peliiyanan pendaftararr.

aa. Wajib Retribusi .rdalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perunclang-

undangan Relribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retriibusi

bb. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD

adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor data Objek Retribusi

sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yanq terhutan q menurut

peraturan perunda ng-undangan Retri busi Daer;rh.

cc. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disin-qf:ai SK[{D adalah Surat

Keputusan yang menntukan besrnya jumlah Retribusi yang terlrutanq.

dd. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya tcrnibahan atas jumlah Retribusi

. yang telah ditetapkan.

ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar tanrbahan yang selanjutnya disingkat

SKR.DLBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelcbihan pcmbayaran

Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Rctribusi yang ter-hutang !n.

atau harusnya terhutang

ff. Surat Tagihan Retribusi daeralr yi:ng selanjutnya dapat disingkat STI{D adalah surat

untuk ntelakukan t;rgih.:n retribusi dan ltarr :,ank;l ;idn-rirri:;lr;r:,i tx:l-up; bunga dan

at;iu denda:

gg. Surat Keputusan Keberah:n adalah :;urat krpuLr:sari telliadap l,f(fit), 5K[iDKBT atau

terhadap pemoton_qatn at;lu g;emunqut;rn oli:h liihak keliqa y;urq r1rtrr.1uf..:n oleh V/ajit:

f{etribusi;

hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unt.ul< nrcnc-ilri, ntcntlunipulkan dan

mengelola data dan atau k-etcrangan lainnya dalanr rangka ptngalvasan kepatuhan

pernenuhan kewajib;rn rr-:lribusi l-.rcrdasarkan [x':r.alurart pi:runi-1.:rrc1-urrdangan retribusi

claerah.

ii. Pr:rizinirtt adal.rlt Lrt:rntlcrian F.rv,;r:r'r;rnqlrrr hlr:p;rcl.r r-rl ,u1,-l liribirr-1i ;il.irr irlrllirr rrirtlrk

melirk-.,4nak;irt Di:l;iv;rttirri dt IJicJ,.rnq Kes;t:iurt.ri r
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BAB II
NAITIA, OBYEK DAN SUBYEK RFTRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Perizinan, Rekomendasi' dan Sertifikat Bidang Kesehatan

dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izin, Rekomendasi, Setifikat

Keterangan Kelahiran kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan

dalam bidang kesehatan.

(2) Setiap orang atau badan yang bergerak dibidang pelayanan wajib memiliki Surat

Izin Pelayanan di bidang Kesehatan.

(3) Setiap orang pribadi ahu badan yang berkaitan dengan bidang kesehatan wajib

mendapat rekomendasi dari Dinas Keehatan.

BAB III
TATA CAR.A, PERIZINAN, REKOMENDASI DAH SERTIFIKAT

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

kesehatan wajib memiliki sertifikat laik kesehatan. ir

(2) Setiap kelahiran hidup wajib memiliki Surat Keterangan Kelahiran.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1)

dalam Peraturan Daerah ini, pemilik badan usaha atau badan hukum wajib

mengajukan permohonan tertulis dengan berbahasa Indonesiit kepada Bupati

Mukomuko melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabup;tleri l''lukonrukc dengan

dilengkapi persyaratan :

a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat diketeahui Camat.

b. Photo copy KTP yanE i:ersangkutaniDireksi atau badan hukurn.

c. Photo copy kelengkapan lainnya sebagai alat perlengkapan.

d. Photo copy surat kelengkapan badan hukum prrusahaan (Lrac.ii bidan)"

e. Ttm Pemeriksa.

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud ayat i t ) ditLrlr:, iJi 4t".,t1, ';eqel alau

ditandatangani di atas materai secukupnya.

/ahm 2005



(3) Untuk memperoleh sertifikat laik kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1)

Peraturan Daerah ini pemilik badan usaha atau orang pribadi atau badan hukum

wajib mengajukan permohonan tertulis dengan berbahas Indonesia kepada Bupati

Mukomuko dengan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko dengan

melengkapi persyaratan :

a. Surat Permohonan Pemeriksaan.

b, Photo copy Surat lzin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan.

c. Photo copy KTZP Pemilik Usaha.

d. Setelah diterima oleh pihak Dinas Keschafan maka petugasllirn penilai akan

turun meninjau kelokasi dan memberikan pcnilaian.

Pasal 5

Izin dan Rekomendasi yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini

diterbitkan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan

diterima secara lengap.

Pasal 6

Apabila permohonan izin yang dimaksud pasal 4 ayat (l) tersebut ditolak, nraka Kepala

Dinas Kesehatan nremberitahukan penolakannya secara terlufis cJisertai alasan i"

penolakannya.

Pasal 7

Apabila permohonan izin climaksud pada pasal 4 ayat (1.) dan telah lariqkap sebagaimana

dimaksud pasal 5 tersebut diterbitkan, sedangkan tenggang waktu 14 (empal belas) hari

telah lampau dan tidak ada penolakan, maka permohonan dianggap dikabulkan,

BAB IV

GOLONGAN RT'TRIBUSI

Pasal B

(1) Retribusi Perizinan bidang kesehatan digolongkan sebagai ftetribusi Perizinan

tertentu.

(2) Retribusi Rekomendasi terrhadap Badan Usaha, badan huk.um ;rtau prib,rdi.

(3) Retribusi Sertifikat ti-:rhadall usalra rr.rJlrir yirnrt nlcfntlrlukiin :crtifikat baik

kesehatan clisebut tletribusi Sertifikat.
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BAS V

KETENTUAH PENYELENGGARAAN RERIBUSI

Sagian Kesatu

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal I
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar kecilnya Badan usalra cJan klasifikasi

jenis pelayana kesehatan.

Pasal 1O

StruKur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

J ENIS PERrZrNAli, REKOT'I EN DASI SE RTrFr KAT,DAN
SKK

Izin Operasional Rumah Sakit

RekomendasiUsaha Industri Kecil/Makanan clan Minunl;tnt
a. Besar
b. Menengah

3. I Rekomendasi Pengusaha hesar Farrna:;i

4. I lzin PraKek Perorangan Dokter Spesialis

5. I Izin Praktek Dokter Umum

6. I Izin Praktek Perorangan Dokter Giqi

7. I Izin Praktek Bidan Swasta

B. I Izin Klinik bersalin/KB. Swasta

9. I Apoteker pengelola Apotik

10. I Izin Operasinal Apottk

1i. I Izin Optik

12. I Izin Toko Obal

13. I Izin Ttrkang Gigi

14. I Izin Panti Tradisional dan Pengobatan 
'lr;rclisio;rn;tl

15. I Izin Salon Kecantikatr

l9, _l_ IzD Pqly,ehalan Makanan, Dasa Bogal_Caterirtg

TARIF RETRIBUSI
R

750.000

100.000
50.000
25.000

1.500.000

150.000

100.000

100.000

50.000

150.000

r00.000

250.000

100.000

?00^000

50.000

50.000

.10.000

,, 7,1,9_0_p

i,
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Setifikat Laik Sehat Rumah makan dan restoran

Keterangan laik sehat hotel

Surat Keterangan laik sehat kolam
umum

::

renang pernandian

75.0000

75.000

s0.000

40,000

s00.000

100,000

200.000

Izin IPTO (Penaggung jawab Toko Obat)

Izin pendidikan tenaga kesehatan

Izin mendirikan balai pengobatan swasta

Izin Mendirikan laboratorium kesehatan

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin oranq at;rtr badan usaha

bidang kesehatan yang berdomisili dalam Kabupaten Mukomuko. lr

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya ditetapkan selama "J (tiqa) tafrun)

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adatah pada saat diterbitkan SKRD ataLr clokunrcn lain yang

dipersamakan.

BAB VI

PEN DAFTARAN, PE N ETAPAN, TATA CARA PETVI U N G UTAN,
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
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(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus, diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD s;ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (1) ditetapkan retribusi

terhitung dengan penerbitan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang

bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkart

*r
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 17

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat * lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Buoati.

Pasal 18

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkrn -segcra sctelalt 7 (tujuh) hari

sejak jatuh tempo llemhayaran.

(2) Dalanr Sangka waktu 7 (tujuh) irari .;r:tclafr tang()ill rur;rt fcqrtran/penrrclatln/surat

lain yang sejenis, wajib retribusi harus nreluna:i rr:tribusinya yrnq terulan,q.

(3) Surat teguran seb(-tgaimana dimaksud pada ayat (1) clikeluarkart pejabiit yang

ditunjuk.

PERDA Kah. l,lukorntfttt
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BAB VII
sANKsI ADMINISTRASI 

:

pasal 19
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 o/o setiap bulannya c1ari retribusi
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan srRD.

BAB VIII
KEBERATAN

pasal lO
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) butan sc'jak tanggat ke[cratan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati aLas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besar.nya retribusi yang terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

pasal 21
(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan

Daerah diancam Pidana kurungan paling lanra 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana yang climaksucr pacra ayat (1) acrarah per;r'gg.rr;irr.

BAB XVIi

PEHYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil teftentu clilingkunqan pt:merintah lJ,lerah cliberi
wewenang khttsus sebagai penyidik untuk melakukan perryidikan tincJak piclana di
bidang pt:rpajakarr claerah atau retribusi, si:f;irr;;lim;rri;i dintal'.lucl tJ;lam IJntl.rno-
undang Hukunr Acara pidarm yanc; trerlirkLr.
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(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud Sxda ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindakan pidana bidang retribusi daerah agar keterairgan atau laporan tersebut

menjadi lebih lerqkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana dibidang retribusi daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan buKi dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

clengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapalkan L:ahan buktt pcmbukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaarr terhadap

barang buKi tersebut;

f . Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranclka pelaks.inaan tugats pr:nyidikarr tindak

pidana dalam bidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti danlatau melarang seseorang dalam meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
11

huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,

i. Memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Metakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan nrenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui

penyrcJik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai clengan ketentuan yanE

cJiatur cJalam Uncl;rnq-undang t'1ukum Acara Ptclana yanr; brcrlaktr

PERDA Kab. lvlukomuko
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2b l

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraluran yang

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan

perubahan sebagaimana mestinya.

mengatur

mengenai

ketentuan

diadakan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penepatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan cli t'lukomuko
Desember 2005

OMUKO,
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BAB V

KFTENTUAN PEilUTUP

PasalZa

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan clengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penepatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mukcrmuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember2OO5

BUPATI MUKOII,IUKO,

Ttcl

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMTJKO

Drs. SYAUKANI DAHARI
P€mbinan Utarna lJluda NlP. 010092186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ?OO5 NOMOR:28 ssRI.. C
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